
dimaksud d a la m h ur uf a clan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan l-3upali u-ruang Kebijakan Akuntansi Terriak 

a. bahwa Lernak bergulir yang disajikan oleh Pemerintah 
Kabupatcn Ngada sebagai Investasi Jangka Panjang 
Investasi Non Pcrrnarien secara periodik harus 
dilakukan penycsuaian sehingga nilai terriak bergulir 

yang tcrca ta t di neraca menggambarkan nilai bersih 
yang dapa i direalisasikan (netrealizablevalue); 

b. bahwa Pcraturan Bupati Ngada Nomor 48 Tahun 2014 

tentang Kcbijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupatcn Ngada bclurn mengatur tentang ternak 
bergulir; 

Menimbang 

BUPATI NGADA, 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

KEBIJAKAJ'./ AKUNTANSI TERNAK BERGULIR KABUPATEN NGADA 

T~NTANG 

PERATURAN BUPATI NGADA 

NOMOR 45 TAHUN 2018 

BUPATI NGADA 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

se bagai maria pertimbangan bcrdasarkan c. bahwa 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik [ndonesia Nornor 5587) sebagaimana 

telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemeriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Perigclolaan Kcuarigan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Len tang 

Republik 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerin ta han Daerah (Lembaran Negara 

5. 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tcnggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

'3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
.» 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

Bergulir Kabupaten Ngada; 

Mengingat 
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Dalam Peraturan Supati ini yang dirnaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. 

2. Bupati adalah Bupati Ngada 

Pasal 1 

BAB I 

l,ETENTUAN UMUM 

PERATURAN BU PAT! TENTANG KEBIJ AKAN AKUNTANSI 

TERNAK BE:l~CULIR KABUPATEN NGADA. 

Me nctapka n 

M EM UTUSKAN: 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Perncrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuruansi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah 

sebagairnana Lelah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 20 1 1 Lentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedorrian Pengclolaan Kcuangan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tah nn 2011 Nomor 301); 

9. Pera tu ra n Meritcri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Pcncrapan Standar Akuntansi Pernerintahan 

Berbasis Akrual pada Perncrintah Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452). 
10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penysisihan Piutang Dan Penyisihan 

Dana Bcrgulir Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 1752); 



3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban tersebut. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjulnya disingkat 

APBD adalah Rencana Kcuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Perangkal Dacrah yang sclanjutnya disingkat PD adalah perangkat 

daerah pada Pernerintah Dae rah selaku pengguna anggaran/ pengguna 

barang. 

6. Ternak Bergulir adalah icrnak yang dapat dinilai dengan uang yang 

dipinjaman/digulirkan kcpada masyarakat dan/alau kelompok 

masyarakal oleh Perner intah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat dan tujuan lainnya melalui Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Teknis. 

7. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 

daerah dan/atau hak pcmerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian atau a kibat lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

8. Penyisihan piutang adalah cstirnasi yang dilakukan untuk piutang tidak 

tcrtagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar perseritase 

tertentu dari akun piutang bcrda sarkan penggolongan kualitas piutang. 

9. Penyisihan tcrnak bergulir adalah estirnasi yang dilakukan untuk ternak 

bergulir tidak tertagih pada akhir setiap pcriode yang dibcntuk sebesar 

persentase tcrtentu dariakun dana bcrgulir berdasarkan penggolongan 

kualitas ternak bergulir. 

10. Nilai Bersih yang dapai clircaliasikan ada lah nilai terriak bergulir 

sebesar nilai perolehan dikurangi ter nak bergulir yang Lidak tertagih atau 

penyisihan terriak bergulir. 
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Pasal 5 

Karakteristik ternak bergulir sebagai berikut: 

a. ternak bergulir merupakan bagian dari investasi dana bergulir .daerah; 

b. nilai ternak bergulir dican tu mkan dalam Laporan Kcuangan Pcmerintah 

Dae rah; 

c. ternak bergulir harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PD 

Teknis; 

d. iernak bergulir merupakan ter nak yang disalurkan kepada masyarakat 

dan/atau kelompok ma sva rakat, ditagih kcmbali dari masyarakat 

dan/atau kclompok ma sva ra ka t Lanpa nilai Lambah, sclanjut.nya terriak 

Pasal 4 

Klasifikasi ternak bergulir merupakan terriak yang diadakan oleh Perangkat 

Daerah Teknis untuk digulirkan kcpada masyarakat dan/atau kelompok 

masyarakat. 

BAB Ill 

KLASIF'IK/\SI DAN l(ARAKTERISTIK 

Pasal 3 

Tujuan kebijakan akuntansi ternak bergulir Kabupaten Ngada sebagai 

pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Pasal 2 

PD dan SKPKD wajib melaksariakan kebijakan akuntansi keuangan daerah. 

11. Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam 

perjanjian yang biasanya tercantum dalam perjanjian dimana penerima 

perguliran berkewajiban mengernbalikan ternak yang telah disepakati. 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
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dalam huruf b diperoleh dengan mengelompokkan ternak bergulir sesuai 

dengan jatuh tcmponya (aging scedule); 

d. penyisihan investasi non pcrmanen dana bergulir diperhitungkan clan 

dibukukan dalam periode yang sarna dengan periode limbulnya investasi 

non permanen ternak bergulir; clan 

sebagaimana climaksud direalisasikan dapai yang bersih c. nilai 

yang dapat direalisasikan (nel realizable value); 

Pasal 7 

Penyajian dan Pengukuran ternak bergulir: 

a. ternak bergutir sebagaimana dirnaksud dalam pasal 6 huruf a dan huruf b 

disajikan dalarn taporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas 

dicatal sebesar jumtah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolchan 

ternak bergulir; 

b. ternak bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang- 

pelaporan belum disalurkan kepada masyarakat dan/atau 

kelompok masyarakal, d i c at a t sebagai persediaan dalam neraca 

PD Teknis. 

Pengakuan ternak bergulir: 

a. pengeluaran ternak bcrgulir dalam bentuk uang diakui sebagai 

pengeluran pembiayaan p a d a DPA-PPKD; 

b. pengadaan ternak untuk digulirkan, diakui sebagai belanja 

barang d ari jasa pada DPA-SKPD teknis; dan 

c. ternak hasil pengadaan yang s am p ai dengan akhir periode ., 

Pasal6 

bergulir dicatat sebesar nilai bersih non permanen-dana investasi 

tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat 

demikian seterusnya (bergulir);dan 

e. pemerintah daerah dapat mcnarik kembali ternak bergulir. 

BAB IV 

PENGAKUAN,PENYA'-JIAN DAN PENGUKURAN 
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1. kualitas lancar dengan urnur setelah Langgal jatuh tempo < 1 (satu) 

tahun; 

2. kualitas kurang laricar dcnga n umur setelah tanggal jatuh tempo 1 

tahun sampai dengan 2 (dua) Lahun; 

3. kualitas diragukan dengan umur setelah tanggal jatuh tempo 2 (dua) 

Lahun sampai dcngan J (tiga) Lah un; clan 

4. kualitas macet dengan umur setelah Langgal jatuh Lempo > 3 (tiga) 

tahun. 

c. Penentuan besaran penyisihan ternak bcrgulir diklasifikasikan atas: 

1. kualitas lancar, sebcsar 0,5% (nol koma lima persen) dari tcrnak bergulir 

dengan kualitas lancar; 

2. kualitas kurang laricar , sebesar 10% (sepuluh persen) dari ternak 

bergulir dengan kualitas kurang lancar; 

3. kualitas cliragukan, scbe sar 50% (lima puluh persen) dari ternak bergulir 

dengan kualitas diragukan; dan 

4. kualitas macer, sebcsa r L00°i<> (ser atus persen) dari Lcrnak bergulir 

dengan kualitas maccL. 

e. penyisihan ternak bergulir yang Lidak terlagih dilakukan berdasarkan umur 

investasi non permanen ternak bergulir. 

·" 

Pasal 8 

Tata cara, penentuan kualitas dan penentuan besaran penyisihan ternak 

bergulir sebagaimana dimaksud pada dalam 7 diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Tata cara penyisihan ternak bergulir dilakukan dengan tahapan: 

1. penentuan kualitas ternak bergulir; 

2. penentuan besaran pcnyisihan terriak bergulir; 

3. pericatatan penyisihan tcrnuk bcrgulir; 

4. pelaporan ternak bergulir; dan 

5. penghapusan ternak bcrgulir. 

b. Penentuan kualitas terriak bergulir diklasifikasikan alas: 
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Pasal 1 2 

Informasi lain atas lnvcstasi non pcrmanen ter n ak bergulir yang 

pcrlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara 

lain: 

a. dasar pe n il a i a n Lerna k bc rg u li r: 

b. j urnl ah ternak bergulir yc1ng Lidak Lerlagih d ari penyebabnya. 

c. saldo awal te r n a.k berguli,-, penambahan atau pengurangan 

ternak bc r g'u l i r dan saldo a k h i r t er n a k bc rg u l ir ; d a n 

Pasal 1 l 

( 1) Penghapusan ternak bergulir rncliputi: 

a. penghapus bukuan atau pcnghapusan bersyarat ternak bergulir; dan 

b. penghapus Lagihan ata u pcnghapusan mutlak tcrnak bergulir. 

(2) Penghapusan terriak bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

P~NGUNGKAPAN 

Pasal 10 

(1) Pelaporan penyisihan ternak bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

meliputi: 

a. beban penyisihan ternak bergulir; dan 

b. penyisihan tcrnak bergulir l idak Lertagih. 

(2) Be ban pcnyisihan ternak bcrgulir pada ayat ( 1) huruf a disajikan dalam 

Laporan Operasional (LO). 

(3) Penyisihan ternak bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b disajikan dala m ncraca. 

Pasal 9 

Pencatatan penyisihan ternak bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat 

sebesar nilai kotor (bruto). 
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-- - - - ---- 

Diundangkan di Bajawa 

Agar setiap orang mcngctahuinva, mcmcrintahkan pcngundangan Pcraturan 

Bupati ini dengan menernp-n kaun: -a dalarn Berita Dacrah Kabupaten Ngada. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal l ;3 

BAI3 VI 

KETENTUAN PENUTUP 

d. informasi ten tang j at uh t crn po tcrnak ber gu lir berdasarkan 
Surat Perjanjian Kerjasuu»: 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

